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Menimbang :

Mengingat :

a.

—

]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan dacsrah yang sangat penting artinya untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
pembangunaa, dan peningkaten pelayanan masyarakat guna
menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahaix Daerah, perlu di lakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pengendalian dan pengawasan Menara
Telekomunikasi '

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tanun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tehun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, KXabupatan Solok Selatan dan
Kabupaten Pasamen Barat di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah(Lembaran Nagara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahzn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55587)sebagaimana telah diuban beberapa kali, terakhir
dengan Undung-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undeng-Undang Nomor 23 Tentang
Pemerintehan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN 3ARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

BABI
KETENTUAN UMUM
- Panal 1l

.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Paseaman Barat .

Bupati adalah Bupati Fasaman Barat

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalahperangkat
daerah p:sda pemerintah daerah selaku Organisasi Ferangkat Daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemakaian kekayaan daerah

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah
dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan parundang-undangan;
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiritnan dan/atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,tulisan,gambar,suara dan
bunyi melalui sistem kawat,optik,radio atau sistem elekiromagnetik lainnya;
Penyelengzara Telekomunikasi adalah Perseoranugan,koperasi, badan usaha
milik daerah, badar usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi
pemerintah,dan instansi pertahanan kearpanan Negara yang
menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelavanan telekornunikasi
sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentmgan
umum yang didirikan diatas tanah,atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang
diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tampah simpul,
dimana fungsi,desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai penunjang
menempa kan perangkat tefekomunikasi;

Penyedia menara adalal Perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah,
badan usaha milik negara, atau badan usaha swasta yang memiliki dan
mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh
penyelenggara telekomunikasi; . '
Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau
mengoperasikan menara yang memiliki oleh pihak lair;

Bangunan adalah wujud fisix hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan /atau
didalam tanah dan/atau air ,yang yang berfungsi tidak sebagai tempat
manusia melakukar: kegiatar;

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan



14.

14.

15.

.16.

17.

18.

19.

20.

Q.

22.

Retribusi daerah yang selanjutnya dizebut retribusi adelah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
pribadi atau badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yangz melakukar. usaha maupun yang tidek melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daersh dengan rama datam bentuk apepun, firma,
kongsi, koperasi, dan pensiun, perzekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk useha tetap, dan bentuk usaha lainnya, Pribadiadalah suatu
bentuk badan usaha yang meliputi PT. CV dan Usaha pribadi lainnya.

Wajib Retribusi adalal: orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribudi diwgjibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemurngut atau pemotong retribusi tertentu.

Masea retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari pemerintah daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau panyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengarn cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang di tunjuk olek Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Kezetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat ketetspan retribuei yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selaniutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi danjatau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-
Undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.

Penyidikan tindek pidana di Tidang retribusi daerah adalah
serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik Peagawai Negeri Sipil, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti it membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
» NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
- Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengandelian dan pengawasan
menara telekomunikasi.



Pasgal 3

Objek Retribusi Pengendaliar: Menara Telekomunikasi adalah Pemanfaatan ruang
untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan

dan kepentingan umum;

Pasal 4

Subjek retribusiPengendalian Menara Telekomunikasi adalah Orang Pribadi atau
Badan yang penyedia/pengelolaMenara Telekomunikasi.

BAB 11
GOLONGAN RETRIBUSI
. Pasal B

.getribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi adalah Golongan

etribusi Jasa Umum.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah xunjungan dalam rangka
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 { satu ) tahun.

(2) Jumlah kunjungan szbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 } ditetapkan sebanyak
2 (dua) kzali dalam 1 (satu) tzhun.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribus: ditetapkan untuk menutup
sebagian biaya penyediaan jasa nengendalian menara telekomunikas:.

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian menara

telekomunikasi. :
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan scbesar Rp
3.350.000,- { Tiga Jute -Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )} permenara
pertahun. ‘

(2} Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling
lama 3 { tiza ) tahun sekaii.

(3) Peninjauan Tarif retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

{(4) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan Bupati.



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dalam wilayah daerah
Kabupaten Pasaman Barat temnpat berdirinya menara telekomunikasi

BAB VIII
MASA RETRIBUS
Pasal 10

Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 {satu) tahun.

. BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunaken SKRD atsu dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Hasil Pemungutan Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan
secara bruto ke Kas Daerah

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 12

1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Pemunguian Retribuai dilakukan oleh OPD

Pasal 13

(1} Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas} hari
Sejak diterbitkannya SKKD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.

(2) Hasi! Pemnungutan Retribusi Pengendalian menuara Telekomunikasi wajib
disetorkan oleh petugas secara Bruto ke kas daereb dalam jangka waktu
paling laribat 1 x 24 jain seteiah pungutan diterima.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi
selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD di dahului dengan Surat Teguran.

{(2)  Penerbitan surat teguran / Peringatan / surat lain yang sgjenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi segera setalah 7 ( tujuh ) hari
sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.



(2)

(3)

(5)

Dalam jangka 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)) wajib
retribusi belum melunasi retribusi terhutang maka diterhitkan STRD.

Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3}
dikeluarlan oleh Pejabat / OPD Teknis,

Bentuk-tentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan
penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2} , diatur lebih lanjut
dengan peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 15

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberiarn insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1 ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

BAB X1
HKEBERATAN
Pasal 16

Wajib retribusi dapat mengaiukan. keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dockumen lain yang dipersamakan .

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-asalan yang jeias.

Dalam hel wajib vetribusi rnengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
wajib retr-busi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi
tersebut.

Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apebila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewsjiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan
atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan, dapat berupa
menerima seluruhnya ateu sebagaian, menolak, atau menambal. besarnya
retribusi vang terutang.



(1).
(2).

3).

(4)-

(5).

(6).

(1)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah
lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu
keputusan, keberatar yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X1I
PENGEMBALIAN EELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohorian pengembaiian kepada Bupati.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (enam)
bulan sejak diterimanya pemohonan kelebihen pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui,
dan Bupati atau pejabat vang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembelian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu ) bulan.

Apabile wajib retribusi mempunyai utang retritusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuiu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pesmbayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pazal 19

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupad dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi
b. Masa retribusi

c. Besarnya kelebihan psinbayaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayvaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Peiabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

Pengembalian Kkelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayvaran retribusi diperhitungkan dengan utang

retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal i8 ayat {4} pembayaran

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.



(1)

(3)

(4)

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

Tata cara pengurangan Keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
EEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 22

Hak untuk melakukan penaglhan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak sast terutang retribusi, kecuali
apabhila wajib retribuei melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tertangguh apabila :

a. Ditertitkan Surat Teguran, atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun
tidak langsung. '

Dalam hsl diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pacda ayat (2)

huruf a kadaluarsza peunagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut. |

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi den belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

BAB XV
RETRIBUSI YANG TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI
Pagal 23

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluarsa sebagimansa dimsksud pada ayat (1). '

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur
dengan P=raturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk wmelakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.



(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di hingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjacli lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterargan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti deri orang pnbadl atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Diacrah dan
Retribusi;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lairn berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Reiribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatztan, dan dokumen lain, serta melakukan p<nyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelalisanaan tugas nenyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang sesecrang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindekan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi sesuai dengan kestentuan peraturan perundang-
undangan.

{4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui P2nyidik pejabat Polisi Negara Republik Iadonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalarn Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
HKETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 2 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tlga) kali Jurnlah Retribusi terutang vang tidak atau kurang
dibayar.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai beriaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman
Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
(2018

Diundangkan di Simpang Empat

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR {7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAR BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (12/144/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR (2. TAHUN 2018
TENTANG

RITRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS!

1. UMUM

II.

Telekomunikasi merupakan setiap pemancaran, pengiriman dan atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,tulisan,
gambar, suara dan Dbunyi melaluj sistem kawat cptik, radic atausistem
elektromagn stik lainnya yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi.

Bahwa dengan diberlakukannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajek Derah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pengendalian,
dan pengawasan terhadap berdirinya bangunan-banguran untuk kepentingan
umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk
kepentingan umum yang stiuktur fisiknya dapat herupa bentuk tunggal tanpa
simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang menempatkan perangkat telekomunikssi di Kabupaten Pasaman
Barat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 terseput, perlu menatapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan dan Fenger.dalian Menara Telekcinunikasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Culcup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cucup Jelas



Pasal 6

Cukap Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8 =
Ayat {1)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan
dengan perhitizngan tarif tunggal
Cara menghitung tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekormunikasi dengan tarif tunggal adalan :
Perhitungan Retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi
Dengan Perhitungan Tarif Tunggal
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan
Nomor S-209/PK.3/2016 Tanggai 9 September 2016
1 | Transportasi 1 Tim 206 Rp650,000 | Rp 135.960.000
2 | Uang Basian | 6 Orang | 206 Rp390,C00 | Rp 233,940,000
3[ATK 1 Tahun Rp5,000,000 | Rp  5.000.000
Total Biaya Operasional Per tahun Rp 344,900,000
Biayu rata-rata atau tarif per tahun (103 Menara) Rp 3.348,544
Pembulatan ) Rp 3.350.000
Ket : Jumlah Menara 103
2 Kendaraan
2 Kali Kunjungan Pertahun
1 Menara / 1 kali kunjungan
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Paszl 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup J elas
Pasal 13
Culkup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas




Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas



